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Penulisan skripsi ini berusaha mengungkapkan permasal ahan permasal ahan dalam proses pembuatan dan
pel aksanaan eksekusi atas kekuatan eksekutorial ada grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang.
adapun yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial pada grosse akta, adalah pelaksanaan eksekusi grosse
akta yang dipersamakan kekuatannya seperti suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan yang
pasti atau tetap in kracht an gewijsde, oleh karena itu grosse akta memiliki ira-ira Demi keadiian
berdasarkan keTuhanan Y ang Maha Esa, sebagai tanda sifat eksekutorial yang, dimilikinya. Jadi pada grosse
aktaitu sendiri tidak dipersamakan seperti suatu akta keputusan hakim yang pasti atau tetap in kracht van
gewijsde lanya pada cara pel aksanaannya sgja eksekusi yang dipersamakan, dengan per; ataan lain bukan
pada materi dari grosse aktaitu yang memiliki kekuatan yang pasti atau tetap, tetapi pada cara

pel aksanaannya eksekusi, maksud dari Mahkamah Agung. demikian- Tentu sgja pembahasan harus juga
dimulai dari pengertian grosse aktaitu sendiri, bentuk dan isi dari grosse akta, pengertian-pengertian pokok
dari jrosse akta, kedudukan dan fungsi dari grosse akta disamping tentunya masalah-masalah yang timbul
dalam proses pelaksanaan eksekusi, kesemuanya itu berusaha mengungkapkan sebagian permasalahan
dalam proses pelaksanaan eksekusi grosse akta. Perkembangan yang ada begitu cepat, dimanalembaga
grosse akta begitu diutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat khususnya kalangan perbankan dan kalangan
lembaga non Bank dalam upaya mengamankan assetnya. Namun ternyata harus diakui bahwa peraturan-
peraturan yang ada yang mengaturnya tidak cukup materiel untuk memberikan legalitas yang seragam bagi
para pihak yang terlibat didalamnya seperti jurisprudensi, surat-surat edaran dari Mahkamah Agung dan
fatwa-fatwa dari Mahkamah Agung. Untuk itu perlu segera diciptakan peraturan legalisasi mengenai grosse
ikta demi menjaga pemahaman yang saling bertentangan dan proses pelaksanaan eksekusi yang berlarut-
larut akibat adanya penundaan dan non eksekutabel. tentu saja terciptanya peradilan yang cepat, murah dan
sederhana menjadi hadapan kita semua.
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